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SALINAN

PUTUSAN
Nomor 4157/Pdt.G/2024/PA.JS

2\ e\ R\ ’

Proi S

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat
pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan swasta, tempat kediaman di - Jakarta Selatan, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada KRISTIAN AGUNG
FREDIANTA, SH dan VELYANA SUHARTANTO SH Keduanya
Advokat pada kantor Frediant & Velya Law Office
berkedudukan di - Jakarta Selatan. Berdasar surat kuasa
khusus yang dipergunakan untuk itu tertanggal 29 November
2024, Berdasarkan yang di daftarkan dikepaniteraan
Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register nomor
2586/SK/12/2024, tertanggal 3 Desember 2024, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS,

tempat kediaman di - Depok Jawa Barat (16513) , Tinggal di

rumah Ibu Erlita Hartono, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;
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DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03
Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta
Selatan pada hari itu juga dengan register perkara  Nomor
XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Kamis tanggal 04 maret 2021 telah
dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan
tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan
dengan Nomor Akta Nikah : XXXX/005/111/20221 yang dikeluarkan pada
tanggal 04 Maret 2021,
2. Bahwa saat menikah penggugat berstatus Perawan dan
tergugat berstatus Jejaka
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh
Allah Swit;
4, Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di alamat orang tua penggugat ; dan selama Pernikahan Penggugat dan
Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba’dha dukhul) Namun belum
memiliki anak
5. Bahwa sejak desember tahun 2023 pernikahan
ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah
setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya
antara lain:
5.1. Tergugat kurang dalam memberikan perhatian dan kasih
sayang kepada Penggugat
5.2. Tergugat telah memiliki hubungan dengan wanita lain
bernama Irish Aindya Prameswari rekan Kkerja tergugat yang
merupakan pegawai honorer di Kementrian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia divisi labor Market Center (Unit Pusat Pasar
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Kerja) beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav 44 Kuningan Baru
Kecamatan Mampang Prapatan Jakarta Selatan
5.3. Tergugat juga melakukan kekerasan fisik kepada
penggugat saat penggugat mengetahui perselingkuhan tergugat
pada 21 agustus 2024,
5.4. Bahwa penggugat mengetahui ada perselingkuhan tergugat
sehingga penggugat melakukan penggrebekan atas perselingkuan
tergugat dengan lIrish Aindya Prameswari di salah satu hotel di
Kemayoran Jakarta Pusat pada tanggal 25 agustus 2024
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pada bulan 25 agustus 2024 disebabkan karena
sikap tergugat Tergugat yang melkukan perselikuhan dan melakukan
kekerasan fisik (KDRT) , akhirnya setelah pertengkaran tersebut tergugat
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Pulang kerumah orang tua
tergugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah dan sudah tidak berhubungan badan sebagaimana layaknya
suami istri;
7. Bahwa Penggugat dan Kkeluarga sudah berupaya untuk
mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka
Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak
bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak dapat diharapkan lagi, maka
Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini
Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta selatan cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat
menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat
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untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya
sebagai berikut:
1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat
seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalaq satu bain syughro dari Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT );
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan
perundang — undangan yang berlaku;
Atau
SUBSIDAIR

Bilamana majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil
adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan
(Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh
suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk
rukun kembali membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, namun
Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dilaksanakan upaya mediasi karena Tergugat
tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan dan
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak
menggunakan hak jawabnya, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara
perceraian yang berlaku aturan khusus maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan
bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat. Bukti surat tersebut
telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXX/005/111/20221 yang
dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan
Provinsi Dki Jakarta Tanggal 04 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah
diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai. (Bukti P.2);
B. Saksi-saksi :
Saksi 1, SAKSI |, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan,
bertempat tinggal di - Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2023 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat telah
melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus
2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-
masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak
berhasil.
Saksi 2, SAKSI I, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di - Jakarta Selatan, di bawah sumpah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Adik Kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sabh;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum
dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Desember 2023 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena Tergugat telah
memiliki wanita idaman lain (WIL);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Agustus
2024 dan sejak saat itu sudah tidak menjalankan kewajiban masing-
masing sebagai suami istri;

- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak
berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya
tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang
berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang (BAS)
yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati
Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat,
namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relaas)
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
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patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat
yang hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan
perceraian ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2023 sering terjadi
perselisihan dan percekcokan yang terus menerus dan telah terpisah dari
kehidupan rumah tangga serta tidak saling memperdulikan satu sama lain
sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang
menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan
rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan
rahmah, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula
bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga
yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak
pernah hadir atau menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat
Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga
dengan demikian putusan ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap
telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini khusus
mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka Penggugat tetap
dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti domisili tempat
kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Buku Nikah,
surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-
Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti
tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materil,
sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka Penggugat dan
Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan
demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang
keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam
duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak
ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
menikah pada tanggal 04 Maret 2021;

- Bahwa sejak bulan Desember 2023 antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena
Tergugat telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat
telah memiliki wanita idaman lain (WIL);
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- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Agustus 2024
dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan
kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas majelis hakim
berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat
dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya
suami istri sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang, hal ini telah
menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan
rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya sakinah, mawaddah
dan rahmah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan
Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal
dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan majelis hakim yakin bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali
adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad hendak bercerai dengan
Tergugat sekalipun majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun
kembali dengan Tergugat, begitu juga sikap saksi yang telah berupaya untuk
menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara
suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga
apabila salah satu pihak (ic. Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk
tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini
sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (ic. Penggugat dan Tergugat)
tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang
seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi
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mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan
itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat
dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang
diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia
saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah
tangga harus lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai
gaidah Fighiyyah yang berbunyi :

wls e oo 8 00wl _a ollsl,H
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Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak
dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum
tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian
yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi unsur Pasal
39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19
huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut
beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan
ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat untuk dapat
diceraikan dari Tergugat tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
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Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang

berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2, Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 342.000,00 (tiga ratus empat
puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Drs. Suyadi, M.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari
itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan
didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa
hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,
Ttd.
Drs. Suyadi, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ttd. Ttd.
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Drs. Ahmad Zawawi, M.H. Drs. Bahril, M.H.I.
Panitera Pengganti,
Ttd.

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.
Perincian biaya:

1 PNBP
a. Pendaftaran Rp  30.000,00
b. Surat Kuasa Rp  10.000,00
c. Panggilan Pertama Rp  10.000,00
Penggugat
d. Panggilan Pertama Rp  10.000,00
Tergugat
e. Redaksi Rp  10.000,00
f. Pemberitahuan Isi Putusan Rp  10.000,00
2 Biaya Proses Rp 150.000,00
3 Panggilan Rp  68.000,00
4  Pemberitahuan Isi Putusan Rp  34.000,00
5 Materai Rp  10.000,00
Jumlah Rp 342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Akhmad Sahid, S.H.
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